REPUBLIK INDONESIA

No.1613, 2020

KEMENKEU. Penghitungan. Pemungutan PPN.
Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/PMK.03/2020
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk menjamin rasa keadilan, memberikan
kepastian hukum, dan menyederhanakan mekanisme
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan
Liquefied Petroleum Gas tertentu, perlu dilakukan
pengaturan ketentuan mengenai pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan Liquefied Petroleum

Gas tertentu;

bahwa Liquefied Petroleum Gas tertentu sebagai barang
penting yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak perlu

dijamin ketersediaan dan kelancaran penyalurannya;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan
bahwa Menteri Keuangan berwenang mengatur nilai lain

sebagai dasar pengenaan pajak;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan

Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1040);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018


http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039

Menetapkan

2020, No.1613

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG
adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan
untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan
penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana,
butana, atau campuran keduanya.

LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar
yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu
seperti  penggunanya/penggunaannya, kemasannya,
volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan
subsidi.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mendapat penugasan dari Pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian
LPG Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penyalur LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut Agen,
adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha
swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk
melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu.

Sub Penyalur LPG Tertentu, yang selanjutnya disebut
Pangkalan, adalah kepanjangan tangan Agen yang
ditunjuk oleh Agen untuk melakukan kegiatan
penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran
pendistribusian LPG Tertentu ke konsumen akhir.

Harga Jual Eceran adalah harga jual eceran LPG Tertentu
pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai
dan margin Agen yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Harga Jual Agen adalah harga jual LPG Tertentu pada
titik serah Agen.
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Harga Jual Pangkalan adalah harga jual LPG Tertentu
pada titik serah Pangkalan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang.

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan
sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan
Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 2

Atas penyerahan LPG Tertentu oleh Pengusaha Kena
Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan LPG Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bagian
harganya disubsidi, dibayar oleh Pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan LPG Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bagian

harganya tidak disubsidi, dibayar oleh pembeli.

Pasal 3

Penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya disubsidi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan

penyerahan LPG Tertentu dari Badan Usaha ke Pemerintah

yang dibayar melalui subsidi LPG Tertentu, yang terdiri dari



